Gubernur Sultra Lantik 13 Pejabat
Eselon 1II, Tegaskan Jabatan
Adalah Amanah

Kendari, Sultranet.com - Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn)
Andi Sumangerukka, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 13
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
(Pemprov Sultra). Proses pelantikan berlangsung khidmat di Ruang Pola Kantor
Gubernur Sultra, Senin (26/5/2025), dan merupakan bagian dari rotasi serta
penyegaran birokrasi demi memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sultra Nomor
10073.3.1/142 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 23 Mei 2025 di Kendari. Selain
13 pejabat yang dilantik, satu pejabat lainnya memilih mengundurkan diri dari
jabatannya, dan sejumlah pejabat ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada
beberapa perangkat daerah yang mengalami kekosongan jabatan.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya menekankan bahwa rotasi
jabatan bukanlah hal luar biasa dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa
jabatan tidak boleh dipandang sebagai hadiah, melainkan sebuah amanah yang
harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan itu bukan hak apalagi untuk disombongkan. Ini adalah kepercayaan dan
tanggung jawab besar. Saya berharap semuanya bekerja dengan tulus dan ikhlas
untuk kepentingan rakyat,” ujar Gubernur saat memberikan arahan kepada
pejabat yang dilantik.

Ia juga menegaskan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tiga bulan.
“Saya tidak melihat siapa Anda atau dari mana asalnya. Saya hanya melihat kerja
nyata dan integritas. Jika tidak mampu menjalankan tugas, maka akan diganti,”
katanya tegas.

Para pejabat yang dilantik menduduki posisi strategis di lingkup Pemprov Sultra.
Di antaranya Laode Butolo sebagai Sekretaris DPRD Sultra, Dr. Sukanto Toding
sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, La Haruna sebagai Asisten
Administrasi Umum, dan La Ode Rusdin Jaya sebagai Kepala Dinas Perkebunan
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dan Hortikultura.

Beberapa jabatan lainnya yang mengalami perubahan termasuk Kepala BKD,
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Kepala BPBD Sultra. Di sisi lain, Drs.
La Ode Saifuddin ditunjuk sebagai Kepala BPBD menggantikan Muhammad Yusuf
yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan.

Selain pelantikan definitif, Gubernur juga menyerahkan surat perintah tugas
kepada sejumlah pejabat yang ditunjuk sebagai Plt kepala perangkat daerah.
Tercatat ada 13 pejabat Plt yang diberi kepercayaan untuk mengisi kekosongan
sementara, seperti Prof. Dr. Andi Khaeruni R sebagai PIt Kepala BKD, Prof. Dr.
Muhammad Taufik sebagai Plt Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta
Prof. Dr. Aris Badara sebagai Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan.

Beberapa kepala perangkat daerah juga melakukan penugasan internal dengan
menunjuk pejabat sebagai Plt, antara lain dr. Asridah sebagai Plt Kadis
Kesehatan, dr. Muchammad Saiful sebagai Plt Direktur RSUD Bahteramas, serta
Andi Syahrir sebagai Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

Dalam pidatonya, Gubernur mengingatkan seluruh pejabat untuk tidak berkecil
hati jika mengalami rotasi atau penugasan sementara. Menurutnya, kesempatan
untuk mengabdi tetap terbuka bagi siapa saja yang memiliki kapasitas dan
integritas.

“Bagi yang digeser, jadikan ini sebagai bahan introspeksi. Jangan putus asa, saya
tetap membuka peluang bagi siapa pun yang mampu dan layak. Mari kita bekerja
dengan hati, saling mendukung demi Sulawesi Tenggara yang lebih maju,
sejahtera dan religius,” ujar Gubernur dengan penuh harap.

Acara pelantikan dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra, unsur Forkopimda,
Sekretaris Daerah, serta para pejabat tinggi pratama lainnya di lingkup
Pemerintah Provinsi Sultra. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari agenda
strategis pemerintahan untuk mempercepat realisasi program pembangunan
serta memastikan keberlanjutan pelayanan publik di daerah.



Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi
dan Strategi Pertumbuhan
Ekonomi Nasional

Kendari, Sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang
dirangkaikan dengan pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi
nasional. Rakor ini digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan diikuti secara rutin oleh seluruh
pemerintah daerah di Indonesia. Pemprov Sultra mengikuti kegiatan ini dari
Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra,
Senin, 26 Mei 2025.

Rakor mingguan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian, yang menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga laju
pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Ia menekankan bahwa indikator
keberhasilan kerja kepala daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik
semata, tetapi dari bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut terjaga
dengan baik.

“Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala
daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka
pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito dalam arahannya.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif akan berdampak
langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kenaikan
pertumbuhan ekonomi sekecil apa pun akan memberikan manfaat besar jika
disertai dengan pemerataan.

“Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin
makin miskin, nanti jangan berpikirlah untuk menangani kemiskinan ekstrem
kalau ekonomi tidak tumbuh,” tegasnya.
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Tito juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I
2025 tercatat sebesar 4,87 persen secara year-on-year (yoy). Pemerintah pusat,
kata dia, menargetkan angka pertumbuhan nasional mencapai 8 persen pada
tahun 2029, sebuah target ambisius yang membutuhkan kolaborasi erat antara
pemerintah pusat dan daerah.

“Kita berusaha membuat rumus baru meniru keberhasilan inflasi, dari daerah-
daerah kita minta juga bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
masing-masing,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut, turut hadir sejumlah pejabat penting dari kementerian dan
lembaga negara, seperti Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, Deputi
Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang
Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Staf Ahli Menteri
Pertanian Suwandi.

Dari jajaran Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Asrun Lio,
Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi dan
UMKM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari
Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan sejumlah OPD terkait.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam paparannya menekankan bahwa
menjaga inflasi tetap rendah merupakan pilar penting dalam mendukung
keberlanjutan pembangunan. “Menjaga inflasi adalah pilar penting dalam
memastikan keberlanjutan pembangunan, juga keberlanjutan pertumbuhan
ekonomi,” kata Rachmat.

Ia mengingatkan bahwa inflasi yang tinggi tidak hanya berdampak pada kenaikan
harga barang, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya
berisiko meningkatkan jumlah penduduk miskin. Ia mengajak pemerintah daerah
untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga inflasi tetap terkendali
sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini memaparkan data Indeks
Perkembangan Harga (IPH) M4 Mei 2025. Berdasarkan hasil pemantauan hingga
23 Mei, tercatat 33 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara lima provinsi
lainnya mengalami kenaikan, termasuk Sulawesi Tenggara.



“Khusus di Kabupaten Kolaka Timur, tercatat kenaikan IPH sebesar 1,83 persen.
Komoditas penyumbang utama kenaikan adalah beras, cabai merah, dan cabai
rawit,” jelas Pudji.

Menanggapi hasil rakor, Sekda Sultra Asrun Lio menyatakan bahwa pihaknya
akan terus memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan harga di pasar. Hal
ini, menurutnya, sangat penting terlebih menjelang momentum hari besar
keagamaan seperti Iduladha.

“Pemantauan harga kebutuhan pokok menjadi bagian dari upaya kami menjaga
stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kami juga rutin menyusun laporan
mingguan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut di lapangan,” ujar Asrun.

[a menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus bekerja sama dengan
instansi vertikal dan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan suplai dan
permintaan barang, terutama komoditas pangan strategis yang rentan mengalami
fluktuasi harga.

Melalui keikutsertaan dalam rakor nasional ini, Pemprov Sultra menunjukkan
komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam upaya nasional menekan inflasi
sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan
berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Sultra Klarifikasi Proses
Seleksi Direksi Perumda

Kendari, Sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) angkat bicara terkait tudingan miring yang beredar di masyarakat
mengenai proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah
(Perumda) Sultra. Melalui Kepala Biro Ekonomi Setda Pemprov Sultra, Abdul
Rajab, ST, M.Si, pihaknya menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah
dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.
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“Proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Sultra telah dilaksanakan
berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Direksi
BUMD,” ujar Abdul Rajab kepada wartawan, Minggu (25/5/2025).

[a menyampaikan bahwa Pemprov Sultra menyambut baik berbagai tanggapan
publik yang mencerminkan perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan. Menurutnya, perhatian publik merupakan bentuk kepedulian
terhadap transparansi dan akuntabilitas, namun perlu diluruskan apabila terdapat
penafsiran keliru terhadap regulasi yang menjadi dasar hukum seleksi.

“Kami memberikan apresiasi terhadap masukan masyarakat, namun penting juga
untuk memberikan penjelasan agar tidak terjadi salah tafsir terhadap aturan.
Permendagri tersebut harus dibaca secara utuh, bukan sepotong-sepotong,” kata
Rajab.

[a menjelaskan, seluruh proses seleksi yang dilakukan Pemprov Sultra mengikuti
kaidah hukum yang ditetapkan dalam Permendagri 37 Tahun 2018. Dalam aturan
tersebut, terdapat pasal-pasal yang saling terkait, termasuk dalam hal
pembentukan panitia seleksi dan pelibatan tim atau lembaga profesional dalam
uji kelayakan dan kepatutan (UKK).

Rajab merinci bahwa pada Pasal 7 Ayat 3 terdapat tujuh poin tugas panitia
seleksi, salah satunya membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional yang
akan melaksanakan UKK. Sementara pada Pasal 11 Ayat 2 dijelaskan bahwa UKK
harus dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional.

“Selanjutnya, Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan bahwa pelaksanaan UKK oleh tim
tersebut dapat melibatkan konsultan perorangan, dan pada Ayat 3 ditegaskan
bahwa tim atau lembaga profesional tersebut harus ditetapkan melalui keputusan
kepala daerah,” jelasnya.

Menurutnya, jika penetapan tim UKK tidak dilakukan melalui keputusan kepala
daerah, justru akan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Karena itu,
penetapan tersebut merupakan langkah konstitusional dan wajib sebagai bagian
dari tata kelola yang akuntabel.

Rajab juga menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi telah ditempuh sesuai
mekanisme yang tertuang dalam regulasi. Oleh karena itu, Pemprov Sultra



meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar
dan tetap mempercayai proses yang telah berjalan.

“Kami berharap dengan penjelasan ini, opini-opini miring yang berkembang bisa
ditepis. Pemprov Sultra telah menjalankan semua proses sesuai aturan yang ada.
Tidak ada yang kami langgar, dan kami terbuka terhadap pengawasan,” ujarnya.

[a juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses-proses pemerintahan
secara proporsional dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak
berdasar. Menurutnya, transparansi dan partisipasi publik menjadi bagian
penting dalam tata kelola pemerintahan yang sehat.

Abdul Rajab menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Pemprov Sultra
berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta
menjamin bahwa setiap proses pengangkatan pejabat di lingkungan BUMD
dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab.

“Jika masyarakat ingin tahu lebih jauh, kami siap membuka ruang diskusi.
Pemerintah tidak antikritik, tetapi mari kita bicara berdasarkan data dan
regulasi,” pungkasnya.

Waisak Jadi Momentum Pererat
Kerukunan Umat Beragama di
Sultra

Kendari, Sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan
komitmennya dalam menjaga keharmonisan dan toleransi antarumat beragama
dengan menghadiri Perayaan Tri Suci Waisak 2569 Buddhis Era (BE) tingkat
Provinsi Sultra yang digelar khidmat di Hotel Fortune, Kendari, pada Sabtu
malam, 17 Mei 2025.

Acara keagamaan yang sarat makna spiritual ini dihadiri oleh para Bhikkhu
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Sangha, Ketua DPRD Sultra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra,
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), para ketua lembaga
keagamaan Buddha, serta tokoh umat Buddha dari berbagai kabupaten dan kota
di Sulawesi Tenggara.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, diwakili oleh Kepala
Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Iwan
Susanto. Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Iwan, ia
menyampaikan selamat Hari Raya Tri Suci Waisak kepada seluruh umat Buddha
di Sultra maupun di tempat lain.

“Perayaan Tri Suci Waisak adalah momen penting bagi umat Buddha untuk
mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu kelahiran
Pangeran Siddharta, pencapaian Penerangan Sempurna, dan Parinibbana,” ucap
Iwan saat membacakan sambutan gubernur di hadapan ratusan peserta.

Perayaan Waisak tahun ini mengusung tema “Tingkatkan Pengendalian Diri dan
Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia.” Tema tersebut dianggap sangat
relevan dengan kondisi dunia saat ini yang membutuhkan lebih banyak
keteduhan, introspeksi, dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan.

Dalam sambutannya, Gubernur juga mengapresiasi semangat umat Buddha di
Sultra yang tak hanya merayakan Waisak lewat ritual keagamaan, tetapi juga
turut aktif dalam kegiatan sosial. Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk nyata
dari pengamalan nilai-nilai luhur ajaran Buddha yang patut dijadikan contoh bagi
umat beragama lainnya.

“Kegiatan sosial yang dilakukan umat Buddha menunjukkan bahwa nilai
keagamaan tidak berhenti di altar sembahyang, tetapi mengalir hingga ke
kehidupan sosial. Ini adalah bentuk nyata cinta kasih yang universal,” ujar Iwan.

Ia menekankan pentingnya peran para Bhikkhu dan tokoh agama untuk terus
menjadi pelita yang membimbing umatnya mendekatkan diri pada ajaran agama.
“Selama umat masih berjarak dengan ajarannya, maka peran para Bhikkhu
belumlah selesai. Kehadiran pemuka agama sangat penting untuk menjaga moral
dan spiritual masyarakat,” tegasnya.

Sulawesi Tenggara dikenal sebagai daerah yang plural dengan beragam latar
belakang etnis, budaya, dan agama. Meski demikian, masyarakatnya dikenal



menjunjung tinggi nilai toleransi. Gubernur melalui sambutannya menegaskan
bahwa kerukunan ini harus dijaga bersama tanpa terkecuali.

“Sulawesi Tenggara adalah milik kita bersama, bukan milik golongan, suku, atau
agama tertentu. Mari kita rawat keberagaman ini dengan cinta dan semangat
persaudaraan,” katanya.

Acara Waisak ini tidak hanya menjadi perayaan spiritual, tetapi juga menjadi
ajang mempererat tali persaudaraan lintas iman dan budaya di Bumi Anoa.
Suasana damai dan kekhidmatan yang tercipta sepanjang acara menjadi bukti
nyata bahwa kerukunan bukan sekadar wacana, tetapi sesuatu yang hidup dalam
keseharian masyarakat Sultra.

Menutup sambutannya, Gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi
kepada umat Buddha atas kontribusinya dalam pembangunan daerah. Ia juga
mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi mewujudkan Sultra
yang aman, religius, dan sejahtera.

“Waisak ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat komitmen
menjaga persatuan, meneladani nilai-nilai luhur Sang Buddha, serta menebar
cinta kasih dan empati kepada sesama,” pungkas Iwan Susanto.

Perayaan Tri Suci Waisak 2569 BE tahun ini menjadi refleksi bahwa kedamaian
dunia bukanlah cita-cita yang jauh, melainkan bisa dimulai dari dalam diri,
dengan pengendalian emosi, kesadaran spiritual, dan kebijaksanaan dalam
bertindak. Inilah pesan yang ingin dibagikan umat Buddha kepada seluruh
masyarakat Sulawesi Tenggara dan dunia.

Pepadi Sultra Dikukuhkan,
Pemprov Komitmen Jaga Seni
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Wayang di Tengah  Arus
Globalisasi

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan
dukungan penuh terhadap peran strategis Persatuan Pedalangan Indonesia
(Pepadi) dalam melestarikan seni budaya wayang sebagai warisan luhur bangsa.
Hal ini ditegaskan saat acara pengukuhan Pengurus Daerah Pepadi Sultra masa
bakti 2024-2029 yang digelar di Ballroom Sahid Azizah Syariah Kendari, Sabtu
malam, 10 Mei 2025.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, Adrian
Nursalam, hadir mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi
Sumangerukka yang berhalangan hadir karena menghadiri agenda lain yang tidak
dapat diwakilkan. Dalam sambutannya, Adrian membacakan pesan Gubernur
kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan agar bekerja dengan penuh
tanggung jawab, semangat kebersamaan, dan dedikasi tinggi.

“Saya menyampaikan selamat atas pengukuhan seluruh jajaran Pengurus Daerah
Pepadi Sultra masa bakti 2024-2029. Pemerintah Provinsi berharap agar Pepadi
semakin aktif dalam pelestarian seni budaya, khususnya seni pedalangan, di
tengah gempuran budaya asing yang mempengaruhi generasi muda,” kata
Adrian.

Menurutnya, dalang bukan hanya sekadar seniman, tetapi juga agen transformasi
budaya yang mampu menyampaikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai
kebangsaan kepada masyarakat melalui media pertunjukan wayang. Ia juga
menekankan bahwa agenda pengukuhan ini merupakan langkah strategis untuk
memperkuat eksistensi Pepadi Sultra sebagai organisasi seni budaya.

Acara tersebut dihadiri berbagai tokoh penting daerah, termasuk Ketua DPRD
Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, akademisi,
ketua organisasi masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga perempuan. Turut
hadir pula Sekretaris Jenderal DPP Pepadi Pusat, Ragil Radyo, bersama jajaran
pengurus pusat.

Dalam sambutannya, Ragil menyebut bahwa seni wayang kini telah menjadi
bagian dari diplomasi budaya Indonesia di dunia internasional. “Di Amerika


https://www.sultranet.com/pepadi-sultra-dikukuhkan-pemprov-komitmen-jaga-seni-wayang-di-tengah-arus-globalisasi/
https://www.sultranet.com/pepadi-sultra-dikukuhkan-pemprov-komitmen-jaga-seni-wayang-di-tengah-arus-globalisasi/

Serikat, gamelan dan wayang bahkan telah diajarkan sebagai mata kuliah di
sejumlah universitas,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa UNESCO telah menetapkan wayang sebagai
Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak 2003. Karena
itu, Pepadi diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, khususnya dalam
menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi dan budaya
digital.

“Regenerasi dalang adalah kunci. Kita tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga
membentuk identitas kebangsaan yang kuat di tengah era globalisasi,” ujar Ragil.

Mendukung hal itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa
pelestarian budaya telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan
daerah periode 2025-2030. Visi pembangunan “Sulawesi Tenggara yang Maju,
Aman, Sejahtera, dan Religius menuju Indonesia Emas 2045” menempatkan seni
dan budaya sebagai pilar penting dalam pembangunan karakter masyarakat.

Gubernur juga mendorong agar Pepadi Sultra menjadi wadah pembinaan bagi
calon dalang dari kalangan milenial dan Gen Z. “Wayang bukan sekadar tontonan,
tapi juga tuntunan. Cerita-ceritanya mengandung nilai moral, sosial, bahkan
spiritual yang penting bagi generasi muda,” ucap Adrian.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menjaga seni pedalangan
sebagai identitas budaya yang tidak ternilai harganya. Pemprov Sultra, lanjutnya,
siap memfasilitasi pagelaran wayang sebagai media sosialisasi program
pembangunan agar lebih dekat dengan masyarakat.

Acara pengukuhan ditandai dengan pembacaan SK Ketua Umum DPP Pepadi
Pusat Nomor 006/SK/DPP-PEPADI/X/2024 tentang Pengangkatan Pengurus
Pepadi Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2024-2029. Dengan kepengurusan
baru ini, diharapkan gairah seni pedalangan di Sultra semakin hidup dan mampu
memberi kontribusi nyata dalam pembangunan kebudayaan nasional.

Pepadi sendiri merupakan organisasi profesi seni pedalangan yang didirikan pada
14 April 1971 oleh Suryono. Pada tahun 1975, Pepadi resmi menjadi organisasi
nasional tunggal bagi para dalang di Indonesia.

Melalui semangat kolaboratif antara pemerintah dan komunitas budaya, masa



depan wayang di Sulawesi Tenggara diyakini akan tetap terjaga dan terus
berkembang. Seni pedalangan bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga
bagian dari narasi kebangsaan yang terus relevan hingga masa depan.

Pemprov Sultra Siap Kawal
Keberangkatan 2.018 Jamaah Haji
2025

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan
komitmennya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 1446
H/2025 M bagi 2.018 jamaah asal Sultra. Hal ini disampaikan dalam Rapat
Koordinasi Persiapan Pemberangkatan Jamaah Haji yang digelar Kantor Wilayah
Kementerian Agama Sultra, Jumat (9/5), di Aula Kanwil Kemenag Sultra, Kendari.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sultra, H. Muhammad
Saleh, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Sultra, Wakapolda,
Danlanal, pimpinan OPD terkait, para kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota,
perwakilan Imigrasi, otoritas Bandara Haluoleo, serta para bupati dan wali kota
atau yang mewakili.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra melalui Kepala Biro
Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Musdar, menegaskan bahwa pihaknya akan
mendukung penuh seluruh proses penyelenggaraan haji, termasuk dari sisi
fasilitas, transportasi, serta koordinasi lintas instansi.

“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Semua
kebutuhan logistik dan koordinasi teknis terus kami persiapkan agar para jamaah
bisa berangkat dan pulang dalam keadaan aman, nyaman, dan khusyuk
beribadah,” ujar H. Musdar.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sultra, H. Muhammad Saleh, menekankan
pentingnya kerja sama lintas sektor demi menjamin pelayanan optimal kepada
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jamaah haji asal Sultra.

“Ini adalah amanah besar. Pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah menjadi
prioritas utama kita. Karenanya, sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah
daerah, serta unsur Forkopimda sangat diperlukan untuk memastikan semua
proses berjalan baik,” kata H. Muhammad Saleh.

Ia juga menjelaskan bahwa pembinaan dan manasik haji telah dilakukan sebanyak
10 kali di seluruh kabupaten dan kota sebagai bagian dari persiapan spiritual dan
teknis para calon jamaah. Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat terkait
penurunan biaya haji tahun ini turut diapresiasi karena menunjukkan peningkatan
kualitas layanan ibadah haji.

Tahun ini, sebanyak 2.018 jamaah asal 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara
akan diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Embarkasi Makassar (UPG).
Jamaah akan dibagi dalam enam kelompok terbang (kloter), yakni kloter 31, 33,
35, 36, 38, dan 39. Jadwal keberangkatan dimulai pada 22 Mei hingga 28 Mei
2025.

Jamaah akan diberangkatkan melalui Bandara Haluoleo Kendari menggunakan
beberapa maskapai, seperti Lion Air, Wings Air, dan Super Air Jet. Untuk jamaah
dari daerah terpencil atau kepulauan seperti Wakatobi dan Buton Utara,
transportasi laut menggunakan Ferry New Rose akan digunakan untuk menuju
Kendari sebelum terbang ke Makassar.

Kemenag Sultra juga mengatur skema pemberangkatan yang memperhatikan
aspek keselamatan dan kenyamanan, termasuk pengaturan bagasi, pemeriksaan
kesehatan, hingga validasi dokumen perjalanan.

Seremonial pelepasan jamaah calon haji akan dilaksanakan pada 15 Mei 2025
secara luring di Kendari dan daring untuk kabupaten/kota lainnya. Acara ini
diharapkan menjadi simbol penguatan spiritual dan momentum pengantar para
jamaah menuju ibadah suci.

“Kita ingin setiap jamaah merasa didampingi sejak dari kampung halaman hingga
kembali ke tanah air. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab
moral kita bersama,” tutur H. Muhammad Saleh.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pemerintah Provinsi Sulawesi



Tenggara berharap seluruh proses penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar
dan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan kembali ke
daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur.

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi
Bahas Strategi Kendali Harga
Pangan

Kendari, Sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) kembali ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian
Inflasi Daerah yang digelar secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia (Kemendagri RI). Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom
Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
(Setda) Provinsi Sultra pada Senin, 5 Mei 2025.

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dari
Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan
sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini; Deputi III Kantor
Staf Presiden, Edy Priyono; serta Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo
Adi.

Pemprov Sultra diwakili oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asisten II Bidang
Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas
Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Biro
Perekonomian, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, dan sejumlah OPD
terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa rakor mingguan ini menjadi
sarana penting untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan inflasi daerah.
Ia meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam menangani laju inflasi, terutama
di daerah-daerah yang mencatatkan angka tinggi.
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“Kami berharap daerah-daerah dengan inflasi tinggi dapat memaparkan langkah-
langkah yang sudah dilakukan dan kendala apa saja yang mereka hadapi,” ujar
Tomsi.

[a menambahkan bahwa pada minggu pertama Mei 2025, sejumlah harga
komoditas pangan mengalami penurunan. “Bawang merah, bawang putih, cabai
merah, cabai rawit, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam mengalami
penurunan harga. Ini merupakan sinyal positif, namun upaya pengendalian tetap
harus diperkuat,” kata Tomsi.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus menjalin koordinasi dengan BPS
setempat, serta merencanakan penanaman komoditas strategis, terutama cabai
rawit, untuk pengendalian inflasi jangka menengah. “Daerah harus aktif
memantau harga, memperkuat cadangan pangan, dan bergerak cepat mengambil
langkah konkret,” tegasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menurut Tomsi, menjadi kunci
keberhasilan dalam menekan inflasi. la menekankan pentingnya kolaborasi lintas
sektor, termasuk Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, Bulog, hingga
pelaku usaha di tingkat lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Puji Ismartini menyampaikan bahwa inflasi pada April
2025 tercatat sebesar 1,17 persen secara bulanan (month-to-month) dan 1,95
persen secara tahunan (year-on-year). Menurutnya, kelompok makanan,
minuman, dan tembakau memberikan kontribusi ketiga terbesar terhadap inflasi,
yakni sebesar 0,02 persen.

“Komoditas penyumbang utama inflasi bulan April adalah bawang merah, cabai
merah, tomat, bawang putih, dan jeruk. Sedangkan cabai rawit, daging ayam ras,
dan telur ayam ras justru menahan laju inflasi,” jelas Puji.

Ia juga memaparkan data penurunan harga pada awal Mei 2025. “Harga bawang
merah turun 6,11 persen, cabai merah turun 5,06 persen, dan cabai rawit turun
signifikan sebesar 15,30 persen. Minyak goreng merek Minyakita juga turun 0,21
persen, dan gula pasir turun 0,08 persen,” sebutnya.

Dalam forum ini, setiap daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan
langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi, serta
tantangan yang dihadapi di lapangan. Rakor ini menjadi media strategis untuk



mendiskusikan berbagai inisiatif kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas harga
dan memperkuat daya beli masyarakat.

Pemerintah berharap, melalui rakor yang konsisten, setiap daerah dapat
memperbaiki koordinasi antarinstansi dan menyusun langkah lebih terukur dalam
menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif.
Termasuk mendorong produktivitas pertanian lokal dan memperkuat sinergi
antarsektor.

Rakor ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas
ekonomi nasional melalui peran aktif semua level pemerintahan, termasuk
pemerintah daerah, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan
pangan pokok.

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi
Nasional

Kendari, Sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat
Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Kegiatan ini dilaksanakan
secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Sultra, Senin, 28 April 2025.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir,
dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta, bertujuan menguatkan sinergi
antarinstansi dalam mengendalikan inflasi di daerah. Hadir sebagai narasumber
pejabat lintas kementerian seperti Deputi BPS Puji Ismartini, Deputi III KSP Edy
Priyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari
Kemendag dan Perum Bulog.

Sejumlah perwakilan instansi di Sultra turut serta dalam rakor ini, termasuk dari
BPS, Bank Indonesia, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas teknis lainnya.
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Fokus utama rakor adalah menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah
dinamika harga komoditas yang fluktuatif.

“Pemerintah daerah harus turun langsung ke lapangan, pantau harga-harga di
pasar, lakukan koordinasi intensif, operasi pasar, hingga pemberian subsidi
transportasi jika diperlukan,” tegas Tomsi Tohir dalam arahannya.

Ia menekankan pentingnya pemetaan komoditas unggulan penyumbang inflasi di
tiap daerah. Menurutnya, inflasi nasional memang sudah terkendali, namun
kewaspadaan di tingkat lokal tetap krusial.

“Kita tidak boleh lengah, karena inflasi di daerah bisa berdampak pada daya beli
masyarakat. Jaga harga, utamakan aksi konkret, bukan sekadar laporan,”
imbuhnya.

ANG UTAMA IPH MENURUT WILAYAH
oo

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, dalam paparannya
menyampaikan bahwa pada minggu keempat April 2025, terdapat 18 provinsi
yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 20
lainnya mengalami penurunan. Komoditas seperti bawang merah dan cabai merah
menjadi penyumbang utama lonjakan harga di berbagai daerah.

“Rata-rata harga bawang merah tercatat naik 8,09 persen secara nasional
dibandingkan Maret, dan sudah melampaui Harga Acuan Penjualan,” ungkap Puji.
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Harga cabai merah juga naik 5,04 persen, sementara bawang putih mengalami
kenaikan sebesar 1,39 persen. Di sisi lain, harga cabai rawit turun 8,10 persen
dan Minyakita menurun tipis sebesar 0,37 persen, meski tetap berada di atas
Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam konteks Sultra, Kabupaten Wakatobi menjadi salah satu daerah dengan
lonjakan IPH tertinggi secara nasional di luar Jawa dan Sumatera, mencapai 4,52
persen. Bawang merah, cabai merah, dan beras menjadi komoditas utama
penyumbang kenaikan harga di wilayah tersebut.

Rakor ini menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat
respons daerah terhadap gejolak harga yang bisa berdampak langsung pada
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dan
responsif dalam menerapkan strategi pengendalian inflasi.

Langkah-langkah seperti intervensi pasar, penguatan distribusi pangan, serta
sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mengamankan harga bahan pokok,
terlebih menjelang musim paceklik dan hari besar keagamaan.

Pemprov Sultra bersama TPID menegaskan komitmennya untuk terus memantau
kondisi harga di pasar, mengambil langkah antisipatif, serta bekerja sama erat
dengan stakeholder terkait agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pemprov Sultra Dukung
Pelestarian Budaya

Kolaka, Sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan lembaga adat dalam
menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Hal ini disampaikan oleh
Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka melalui Sekretaris
Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, dalam acara pelantikan Dewan
Pengurus Daerah (DPD) Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Kabupaten
Kolaka masa bhakti 2025-2030 yang digelar di Kolaka, Sabtu, 26 April 2025.
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Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan selamat kepada pengurus baru MAKN
Kolaka dan menegaskan pentingnya peran MAKN sebagai benteng terakhir
pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh kerajaan-
kerajaan Nusantara.

“Selamat kepada Ketua DPD MAKN Kolaka dan seluruh jajaran. Amanah ini
adalah panggilan untuk menjaga kelestarian budaya sebagai identitas luhur
bangsa,” kata Asrun Lio mewakili Gubernur.

Ia mengingatkan, kemajuan teknologi digital membawa tantangan besar berupa
krisis identitas budaya, terutama di kalangan generasi muda. Budaya global yang
masif masuk lewat dunia digital sering membuat generasi saat ini mulai
melupakan akar budayanya.

“Kita menyaksikan makin pudar pemahaman terhadap adat istiadat, bahasa
daerah, hingga sejarah kerajaan dan tokoh lokal. Jika ini tidak segera disikapi,
maka kita akan kehilangan jati diri,” ujarnya.

A ATHTAN

BEINGAD ARy WERA)AANGNUSAN

i
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Sekda menegaskan pentingnya kehadiran MAKN dalam menjawab tantangan
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tersebut. MAKN dinilai sangat strategis karena mampu menjadi ruang edukasi
dan dokumentasi budaya lokal, bahkan mendorong warisan budaya agar diakui
secara nasional.

“Melalui MAKN, kita berharap lahir gerakan pelestarian dan pembaruan budaya
yang lebih kontekstual. Budaya lokal kita perlu didokumentasikan secara serius
agar tidak punah. Dari tarian, bahasa, hingga ritual adat—semuanya adalah
kekayaan yang harus kita rawat,” jelasnya.

[a juga mendorong agar MAKN turut aktif dalam menginisiasi proses pendaftaran
warisan budaya sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) ke tingkat nasional.
Menurutnya, pengakuan tersebut penting untuk memberi perlindungan hukum
dan memperkuat eksistensi budaya lokal.

“Jika budaya kita diakui secara nasional, maka akan terbuka ruang lebih luas
untuk pembinaan, promosi, hingga penguatan ekonomi berbasis budaya,”
tambahnya.

Gubernur juga menitipkan pesan agar pengurus baru MAKN Kolaka menjadikan
pelestarian budaya sebagai gerakan yang hidup, membangkitkan semangat
generasi muda agar kembali mencintai jati diri budaya mereka.

“Mari jadikan amanah ini sebagai panggilan perjuangan. Bangkitkan kembali
kebanggaan terhadap budaya lokal, dan jadilah penggerak utama dalam
pelestarian dan promosi budaya Sulawesi Tenggara,” ucapnya.

Pelantikan DPD MAKN Kolaka dihadiri sejumlah tokoh penting dan pemangku
adat dari berbagai kerajaan. Di antaranya Bhontona Marusu selaku Bendahara
DPW MAKN Sultra, YM. HJ. Wa Ode R.AY Yani Kusdidjoyo dari Kesultanan
Sumenep, Dewan Pakar DPP MAKN Mayjen (Purn) H. Munif Prasodjo, Wakil
Bupati Kolaka Anakia Husmaluddin yang juga Ketua MAKN Kolaka, serta Ketua
DPRD Kolaka.

Selain itu, hadir pula PYM Bokeo Raja Mekongga XX Drs. H. Khaerun Dachlan,
perwakilan Sultan Buton, Raja Laiwoi, Raja Poleang Moronene, Raja Muna, Datu
Luwu, dan Karaeng Rumbia dari Jeneponto. Para tokoh adat, perangkat kerajaan,
hingga Forkopimda Kabupaten Kolaka turut memberikan dukungan penuh atas
pelantikan tersebut.



Acara berlangsung dengan penuh kekhidmatan dan semangat kebudayaan,
menandai sinergi kuat antara pemerintah dan lembaga adat untuk membangun
Sultra yang berakar pada nilai-nilai lokal namun adaptif terhadap masa depan.

Harga Terjangkau, Sultra Gelar
Gerakan Pangan Murah Jelang
Idulfitri

Kendari, SultraNet.com - Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
Ramadhan dan Idulfitri 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah konkret untuk
menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini dibuka resmi oleh
Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, bersama Ny. Ratna Lada Hugua di
Pelataran Eks MTQ Kendari, Rabu, 19 Maret 2025.

GPM digelar serentak di 17 kabupaten/kota se-Sultra dan disiarkan langsung dari
22 titik di TVRI Pusat serta 21 stasiun TVRI daerah. Kegiatan ini melibatkan
berbagai unsur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Hadir secara
langsung maupun daring antara lain Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, S.T.P., M.P., Forkopimda
Sultra, perwakilan Bank Indonesia, Kepala BPS, Pimpinan Wilayah Bulog, serta
kepala OPD di lingkup Pemprov Sultra dan kabupaten/kota.

“Gerakan ini merupakan bagian dari aksi 100 hari kerja Gubernur dan Wakil
Gubernur ASR-Hugua. Kami ingin memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga
dan inflasi daerah terkendali dengan menyediakan bahan pokok di bawah harga
pasar,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra, Ir. Ari Sismanto.

Program ini dinilai tepat sasaran. Data inflasi per Februari 2025 menunjukkan
penurunan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi Sultra tercatat
sebesar 0,22% secara tahunan (YoY), lebih rendah dari Januari 2025 yang sebesar
0,38%. Kota Kendari mencatat inflasi 0,06% YoY, Baubau 0,08%, Kolaka 0,16%,
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dan bahkan deflasi sebesar -1,54% di Kabupaten Konawe. Seluruh angka ini lebih
baik dari rata-rata inflasi nasional yang berada di angka 0,76% YoY.

Maino Dwi Hartono dari Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa GPM
adalah bagian dari strategi nasional pengendalian harga dan pasokan pangan.
“Secara nasional, GPM telah dilaksanakan di sekitar 1.600 titik. Di Sultra sendiri,
kegiatan ini sudah digelar sebanyak 66 kali. Bahkan, sejak 24 Februari hingga 29
Maret 2025, operasi pangan murah juga dilakukan melalui 49 titik kantor pos di
Sultra,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ir. Hugua menegaskan pentingnya sinergi
antar pihak dalam menjaga ketahanan pangan. “Saya apresiasi seluruh pihak
yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. GPM adalah bukti nyata kehadiran
negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat, terlebih menjelang hari besar
keagamaan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi borong atau
penimbunan bahan pokok. “Stok pangan kita aman dan cukup hingga tiga bulan
ke depan. Panen raya akan berlangsung pada April hingga Mei. Mari manfaatkan
lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam komoditas pangan bernilai
ekonomi,” tambah Hugua.

GPM di Sultra berlangsung selama lima hari, dari 19 hingga 23 Maret 2025.
Selain menjual bahan pangan dengan harga murah, kegiatan ini juga
menggandeng berbagai instansi, termasuk Dinas ESDM yang menyediakan gas
elpiji 3 kg dengan harga terjangkau, serta Bank Indonesia yang menyediakan
layanan penukaran uang rupiah menjelang Idulfitri.

Kegiatan ditutup dengan pemantauan virtual oleh Wakil Gubernur terhadap
pelaksanaan GPM di 17 kabupaten/kota, serta kunjungan langsung ke lokasi GPM
di Kota Kendari. Melalui program ini, pemerintah berharap kestabilan harga
dapat terjaga dan masyarakat bisa menyambut hari raya dengan tenang dan
penuh suka cita.



